
BUPATITANAHLAUT
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

TENTANG
PERUBAHANKEDELAPANATASPERATURANBUPATITANAHLAUT

NOMOR210 TAHUN2019 TENTANGPENJABARAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

BUPATITANAHLAUT,
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/20PO tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambalian Periode
Kedua Tahun Anggaran 2020, bahwa Kabupaten
Tanah Laut merupakan salah satu daerah yang
mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan
Tahun Anggaran 2020 periode kedua;

b. bahwa berdasarkan ketentuan butir V.28 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang diantaranya menyatakan bahwa
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/ atau mendesak yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan memberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, diantaranya menyebutkan
bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika
dalam keadaan darurat danj atau mendesak seperti
jika terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana
sosialj atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan, danj atau kerusakan
saranaj prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor 188.45j681-KUMj2020 tentang Pembentukan
Pos Komando dan Pos Lapangan Serta Penunjukan
Personil Satgas Siaga Darurat Bencana Kabut Asap
Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan
di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, perlu
. penyediaan dana untuk biaya operasionalnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
penambahan alokasi belanja tidak terduga pada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d maka
perlu dilakukan penambahan alokasi belanja
langsung pada Badan Penanggulangan dan Bencana
Daerah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negaral Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, lfambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N0for 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ~edua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201~ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran
2020, bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan salah
satu penerima dana dimaksud (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor
17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDELAPAN
ATAS PERATURANBUPATI TANAH LAUT NOMOR 210
TAHUN 2019
PENDAPATAN

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN2020.

Pasal I

(1) Melakukan penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga pada
Pejabat Pengelola Keuangan Dalam untuk memenuhi ketentuan dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun
Anggaran 2020.
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(2) Melakukan penambahan alokasi anggaran kelompok belanja langsung
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan hasil
pergeseran dari jenis belanja tidak terduga.

(3) Melakukan penyesuaian pada uraian/redaksi/eatuan/harga
satuan/volume, pergeseran antar rincian objek belanja, antar objek
belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah diantaranya
untuk memenuhi kekurangan anggaran pada objek belanja gaji,
tunjangan, dan tambahan penghasilan.

(4) Penambahan alokasi anggaran kelompok belanja langsung pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan hasil pergeseran dari
jenis belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
untuk menyediakan dana biaya operasional Pos Komando dan Pos
Lapangan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat
Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringandi Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2020.

(5) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2020 diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal ~, ~1.Lt'(U~ '2-{)'l()

H. DAHNIALKIFLI
BERITADAERAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR""1
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